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ABSTRAK

Skripsi ini adalah Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Retribusi Pelayanan
Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo. Skripsi
ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yakni, bagaimana praktik pungutan
retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan
Sidoarjo dan bagaimana perspektif Hukum Islam tentang retribusi pelayanan pasar
berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo. Adapun data
yang dihimpun adalah data-data yang berkaitan dengan retribusi (Perda Nomor 15
Tahun 2008), serta data-data inferview kepada para petugas dan pengelola Pasar
Larangan (Dinas Pasar). Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode
induktif dan metode verifikatif.

Di dalam Islam ijarah mempunyai pengertian perjanjian atas manfaat benda
kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu. Di lapangan
tepatnya di Pasar Larangan Sidoarjo, penulis menemukan kejanggalan yang mana para
pedagang sudah membayar sewa dan biaya kebersihan serta keamanan tetapi masih
saja di pungut biaya retribusi pelayanan pasar yang dipertegas dalam Perda Nomor 15
Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan pasar, pengambilan retribusi di Pasar
Larangan Sidoarjo mempunyai beberapa alasan meliputi: pungutan daerah tidak akan
dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup
untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan pungutan retribusi inilah yang
merupakan salah satu dasar kreteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk pembangunan dan
pengembangan Pasar Larangan Sidoarjo, mulai dari biaya pengecetan yang dilakukan
1 tahun sekali, biaya penebangan pohon daerah pinggir jalan, biaya pentas Hut
Kemerdekaan, digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas
daerah berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jadi intinya fungsi
retribusi  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah terkait proses
pemerintahan, digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan dan
sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi utama retribusi. Dengan adanya
retribusi pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan
dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini dilakukan dengan
mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan retribusi, penggunaan retribusi
yang efisien dan efektif.

Menurut tinjauan Hukum Islam pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan
Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo penulis menyimpulkan masih
dibenarkan, selama retribusi pelayanan pasar tersebut dalam hal perjanjian sewa dan
pungutan retribusi tidak mengalami penyimpangan dan tidak menyalahi aturan yang
telah ditetapkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008. Sedangkan dalam realitasnya,
penulis tidak menemukan hal-hal yang menyimpang dalam pengambilan retribusi ini.
Pengambilan retribusi ini murni memang untuk pembangunan dan pengembangan
Pasar Larangan Sidoarjo dan untuk disetor ke daerah.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap
daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur serta
mengurus sendiri urusan pemerintahannya, guna meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan
pemerintahan tersebut, maka daerah berhak mengenakan pungutan kepada
masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945, yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-Undang.
Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus
didasarkan pada Undang-Undang.'

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur
oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000, maka daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas)

thttp://www.google.co.id./search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-
pajak-daerah-dan retribusi-daerah.html acses 11 Agustus 2011

1


http://www.google.co.id./search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan
http://www.google.co.id./search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan

jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak
kabupaten/ kota.”

Perbedaan pajak dan retribusi yakni:

1. Pajak
Yakni iuran dari rakyat/ penduduk kepada kas negara atau dengan
kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke
sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang.’
2. Retribusi
Yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin
tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.*

Dalam suatu perjanjian tentang pungutan retribusi terdapat beberapa
pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi (pemilik
toko) dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi (Dinas Pasar).

Perjanjian kedua belah pihak dapat kita lihat dari adanya karcis
pungutan retribusi yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pemilik toko, hal
ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian atas pungutan retribusi

pelayanan pasar tersebut.

? 1bid

¥ Kartasapoetra dkk, Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelayanannya, (Jakarta: Bina
Aksara, 1989), 2

* http:www.google.co.id.search=///F:Retribusi. Htm acses 08 September 2011



Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad
(perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus
melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut
bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan wurf(adat) sekitar.’

Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 1

yang berbunyi:®
A 1 e il

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

Dan firman Allah Swt dalam surat Ali-Imron ayat 76:’

A A T s TRt O GE TR
(2 oIl Comy A O (8315 codgny (33l oo L

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertakwa’.

Perlu penulis jelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang
khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan. Dan dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas pungutan

retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan adalah Dinas Pasar.® Dinas Pasar

dimaksudkan di sini adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas

® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, ( Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 48
6 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemanya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 156
7 -
Ibid, 88
® http: www.goole.co.id.search=///F: Retribusi.htm acses 09 Agustus 2011



http://www.goole.co.id.search=/F

melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagian dalam bidang
perdagangan dalam menyediakan pasar-pasar yang dikelolanya. Oleh sebab
itu, berdasarkan pasal 9 ayat (1) Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar, maka Dinas Pasar berkewajiban untuk
menyelenggarakan pungutan retribusi.’

Di lapangan yang tepatnya di Pasar Larangan Sidoarjo, penulis
menemui para pedagang. Menurut pemaparan pedagang untuk kawasan ruko
depan mengungkapkan bahwa pada awal pembelian ruko tersebut, pihak pasar
mengemukakan bahwa ruko tersebut hanya berlaku Hak Guna Bangunan
(HGB) selama 20 tahun. Hal ini dimaksudkan selama 20 tahun pedagang
hanya memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah disediakan pemerintah.
Apabila setelah 20 tahun maka ruko tersebut akan menjadi milik pemerintah
lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dasar unsur kepemilikan atau bisa
disebut juga dengan sewa. Ketika terjadi perjanjian sewa-menyewa pedagang
diharuskan membayar ruko tersebut sebanyak Rp.125.000.000,00 per unit dan
diharuskan membayar pungutan retribusi pelayanan pasar setiap harinya bagi
pedagang yang sedang beroperasi di pasar tersebut. Pungutan retribusi
pelayanan pasar tersebut bermacam-macam berdasarkan jenis per unit toko,
untuk kawasan ruko depan setiap pagi Rp.10.000,00 per unit, dan untuk sore

sebesar Rp. 3.500,00 per unit.

% http: www.google.co.id.search: file///F:/ index-1.htm acses 06 Juli 2011



http://www.google.co.id.search/

Sedangkan untuk kawasan toko belakang setiap pagi sebesar Rp.
5000,00 per unit. Semula penulis mengira pungutan tersebut sudah termasuk
untuk biaya kebersihan dan keamanan daerah tersebut. Tetapi perkiraan
penulis salah, menurut pedagang pungutan untuk kebersihan dan keamanan
sudah ada pungutan tersendiri yang dilakukan sebulan sekali sebanyak Rp.
30.000,00 per unit. Di sini penulis menemukan kejanggalan, kalau sudah
membayar sewa serta biaya kebersihan dan keamanan sudah dibayar, lalu
kenapa masih ada pungutan retribusi dan untuk apa hal itu digunakan.

Dari kenyataan di atas penulis ingin mengungkap lebih jelas, rinci, dan
lengkap, apa sebenarnya retribusi itu, serta apa fungsi dan tujuan adanya
pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008.
Dan bagaimana tinjauan berdasarkan perspektif Hukum Islam tentang

retribusi tersebut.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa
pokok masalah yang ingin dikaji adalah:
1) Latar belakang pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda
Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo
2) Prosedur pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15

Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo



3) Beberapa pasar yang dipungut untuk retribusi berdasarkan Perda Nomor
15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo

4) Alasan-alasan pemerintah memberlakukan Perda Nomor 15 Tahun 2008
di Pasar Larangan Sidoarjo

5) Gambaran umum Pasar Larangan Sidoarjo yang memberlakukan Perda
Nomor 15 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan pasar

Dalam penelitian di Pasar Larangan Sidoarjo diperlukan pembatasan

masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapun pembatasan

masalahnya adalah:

1) Praktik pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15
Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo dan Tinjauan Hukum Islam

terhadapnya.

. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas,
agar lebih spesifik dan terarah dalam mengkaji permasalahan pokok yang
perlu diteliti, maka telah dirumuskan :
1. Bagaimana praktik pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda
Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang retribusi pelayanan pasar

berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo?



D. Kajian Pustaka
Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi gambaran
ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.
Pembahasan tentang retribusi sebelumya pernah dibahas oleh Ahmad
Ghofur. Judul skripsinya membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap
parkir berlangganan menurut Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang pengolahan
retribusi parkir di kabupaten Lamongan. Di dalam hasil penelitiannya Abdul
Ghofur menyoroti tentang parkir berlangganan yang di aplikasikan para juru
parkir kepada pelanggan parkir berlangganan. Dalam hal ini ada yang rela
memberikan ongkos parkir, dan hal itu dianggap sah karena mengandung
unsur keridaan, namun pelanggan yang tidak ikhlas (rela) dalam
memberikannya maka tidak sah dalam Hukum Islam karena bertentangan
dengan dasar perniagaan yaitu keridaan. "
Pembahasan tentang retribusi juga pernah dikaji oleh Muhammad
Alfahawan. Di dalam skripsi Muhammad Alfahawan membahas tentang
pertanggung jawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan di kabupaten

Sidoarjo menurut Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang retribusi parkir dalam

kajian figih siyasah. Di dalam penelitiannya, ia mengemukakan bahwa bentuk

10 Ahmad Ghofur, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Parkir Berlangganan menurut
Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan : Studi
Kasus di Kecamatan Kota Lamongan, 67



pertanggung jawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh pemkab
Sidoarjo menurut Perda Nomor 1 Tahun 2006 adalah pelayanan parkir,
pungutan dan penetapan retribusi parkir. Selanjutnya dinas perhubungan
Sidoarjo selaku pengelola retribusi parkir bertanggung jawab dengan bertugas
melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelayanan perparkiran.
Bentuk pertangung jawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh
pemkab Sidoarjo dalam pandangan figih siyasah dinilai masih baik dan belum
menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, jika dalam praktik
lapangannya masih belum sesuai harapan, bisa dikatakan bahwa oknum-
oknum yakni jukir yang diberi amanat oleh dishub Sidoarjo tidak
melaksanakan tugas dengan baik. Pejabat pemerintahan kabupaten Sidoarjo
merumuskan beberapa besaran pajak retribusi parkir berlangganan dan
pengurusan atau perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor setiap
tahunnya. Hal ini didasarkan besaran jizyah berdasarkan ijtihad."'
Pembahasan tentang retribusi juga pernah dikaji oleh Bustanul Arifin.
Di dalam skripsi Bustanul Arifin membahas tentang tinjauan hukum Islam
terhadap pemberlakuan tarif parkir progesif di gramedia expo Surabaya
menurut perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir. Dari

hasil penelitiannya, ia menyebutkan bahwa penetapan tarif parkir secara

“Muhammad Alfahawan, Skripsi: pertanggung jawaban pengelolaan retribusi parkir
berlangganan di kabupaten Sidoarjo menurut Perda Nomorl Tahun 2006 tentang retribusi parkir
dalam kajian figih siyasah, 69



progressif diukur dari besarnya pemakaian jasa penitipan kendaraan bermotor
yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan
bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi makin lama
kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar.
Ketentuan peraturan daerah kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 adalah
prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar. Sedangkan cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah
berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir
yang didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi
pengadaan marka, rambu-rambu, jaminan atas kehilangan serta biaya
operasional.'?

Dari pemaparan diatas, disini penulis ingin memfokuskan kepada hal-
hal yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar yang tertuang dalam

Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo.

2Bustanul Arifin, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir
Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya Nomor 5 tahun 2000 tentang
retribusi parkir, 68
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E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka arah, target, atau tujuan

yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1.

Mengetahui praktik pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda

Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo

. Menganalisis adanya pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan

Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna

penelitian ini, penulis berharap bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1.

Aspek Keilmuan (teoritis) yakni menambah wawasan pengetahuan bagi
penulis secara pribadi dan wacana pemikiran yang nantinya dapat
dijadikan sebagai acuan bagi pemerhati masalah pungutan-pungutan yang
diambil pemerintah. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan
kajian ilmiah, sekaligus bahan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan
dengan skripsi.

Aspek Terapan yakni sebagai media sosialisasi, sekaligus mempertajam
analisis teori dan praktik terhadap efektifitas Perda, sebagai salah satu
piranti hukum kesatuan dari berbagai cabang ilmu hukum yang baru
dengan implementasi kebijakan publik yang transparan dan bertanggung

jawab, sehingga menjadi langkah konkrit penegakan hukum.
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G. Definisi Operasional
Untuk menghindari salah penafsiran dari bias pemahaman dalam
memahami karya tulis yang berjudul “ Studi Analisis Hukum Islam tentang
Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar
Larangan Sidoarjo” maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah atau kata
kunci yang terkait dengan judul, antara lain:
1. Hukum Islam
Adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah
dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku muallaf (orang yang sudah
dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat bagi
semua pemeluk umat Islam."’ Dalam penelitian ini hukum islam yang
digunakan untuk menganalisis adalah al-Qur’an, Hadits dan Pendapat
ulama.
2. Retribusi Pelayanan Pasar
Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu
yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melayani

kepentingan pribadi atau badan.'*

13 Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), 3
4 perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Sidoarjo, 3
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3. Perda Nomor 15 Tahun 2008
Adalah peraturan tentang retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan oleh

kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD)."”

H. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi
ini adalah sebagai berikut :
a. Data tentang alasan adanya pungutan retribusi pelayanan pasar di
Pasar Larangan Sidoarjo
b. Data tentang prosedur pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar
Larangan Sidoarjo
c. Proses awal mula perjanjian pungutan retribusi pelayanan pasar di
Pasar Larangan Sidoarjo
d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang berkaitan dengan
retribusi pelayanan pasar
2. Sumber Data
Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 macam,

yakni:

5 1bid, 4
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Sumber Data Primer
Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh

melalui wawancara kepada petugas dan pengelola pasar larangan

Sidoarjo ( Dinas Pasar) dan Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-

catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan

Pasar, antara lain:

1) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 13, Bandung, Al-Ma’arif, 1987

2) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2003

3) M. Ali Hasan, Masail Fighiyah (Zakat, pajak, Asuransi dan
Lembaga Keuangan), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

4) Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta, Grafindo Persada, 2002

5) Helmi Karim, Figh Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
1997

6) Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pertama,
2000

7) Kartasapoetra dkk, Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan

Pelayanannya, Jakarta, Bina Aksara, 1989
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8) Zainudin Ali, Hukum Islam.: Pengantar Hukum Islam di Indonesia,
Jakarta, Sinar Grafika, 2006
9) Departemen Agama, A/-Qur’an dan Terjemanya, Jakarta, Sari
Agung, 2002
10) Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam
Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik, yaitu teknik
pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan.
Pengumpulan data lapangan, antara lain:
a. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis
melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.'®
Pengamatan langsung observasi merupakan pendekatan untuk
pengukuran, observasi dalam hal ini yaitu pengamatan indera. Adapun
pengamatan yang digunakan terhadap retribusi pelayanan pasar di
Pasar Larangan Sidoarjo
b. Interview
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan

wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang

16 Cholid Narbu dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116
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masalah yang diteliti. Yakni wawancara dengan petugas (Dinas
Pasar)."’
c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa
benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan dan catatan harian lainnya yang behubungan dengan retibusi
pelayanan pasar.'®

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah dengan menggunakan
metode induktif dan metode verifikatif.

Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali
kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu kenyataan/
praktik retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo yang bersifat
khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Sedangkan verifikatif adalah menilai data-data yang berkaitan

dengan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo berdasarkan

Perda Nomor 15 Tahun 2008 dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam.

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Asdi
Mahasatya, 2002), 132
*® Ibid, 131
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Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah
memahami skripsi ini maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola
dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab
selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian,
Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika
Pembahasan.

BABII : Landasan teoritis yang merupakan hasil telaah dari
beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam
memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi tentang 7jarah
(sewa-menyewa) yang meliputi: definisi 7jarah, landasan hukum tentang
ijarah, rukun Jjjarah, syarat sah ijarah, mempercepat dan menanggungkan
upah, persewaan tanah, bentuk jjarah yang dilarang dalam Islam, pembatalan
dan berakhirnya 7jarah, dan pengembalian obyek 7jarah.

BABIII : Berisi tentang data yang di peroleh dari penelitian,
meliputi gambaran umum tentang pasar Larangan Sidoarjo, mekanisme
pengambilan pungutan retribusi pelayanan pasar, serta alasan pengambilan

retribusi pelayanan pasar.
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BAB IV : Berisi tentang analisis data dari hasil penelitian yakni
pungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Larangan Sidoarjo berdasarkan
Perda Nomor 15 Tahun 2008 dan Hukum Islam.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini
yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap
permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian

dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.



BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG SEWA MENYEWA (IJARAH)

A. Tjarah
1. Definisi al-Ijarah (sewa-menyewa)

Lafal al-ijarah dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau
imbalan. A/-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi hidup umat manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau
menjual jasa perhotelan."

Secara etimologi ada definisi al-ijjarah yang dikemukakan para
ulama fiqih:*°

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan a/-jjarah dengan:

(Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan)

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan a/-ijarah dengan:

2 - ° o o e - 2 - - °
ol o gy S il U sl sk et

(Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu).

19 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet,1, 2000), 229
20 i
Ibid, 228

18
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c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendifinisikan dengan:

- o;/:é}“//} o o 8 o0 ¢
S Tl

(Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu
dengan suatu imbalan)

d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga
orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat
tertentu.

e. Menurut Imam Tagqiyuddin ijarah adalah:*'

© o Z- -

o e by S s e il it b i

(Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja,

yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan

pengganti yang diketahui)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad a/-ijarah tidak
boleh dibatasi dengan syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku pada
pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi,
sedangkan akad a/-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat. Begitu juga
dengan kambing tidak boleh dijadikan sebagai obyek a/-ijarah untuk di
ambil susu atau bulunya, karena susu dan bulunya termasuk materi.

Jumhur Ulama figh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak

pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksud

2! Imam Tagiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar Juz 1, 248-249
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dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri
merupakan materi.*

Demikian juga ulama figh tidak membolehkan a/-ijarah terhadap
nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu
berarti menghabiskan materinya; sedangkan di dalam a/-ijarah yang dituju
hanyalah manfaat dari suatu benda.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut
dengan”Mu’jir”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan
“Musta’jir’, benda yang disewakan diistilahkan dengan Ma’jur” dan uang
sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut
dengan Ujrah.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan
perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai
kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila
akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu’jir)
berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ma ’jur) kepada pihak penyewa
(Musta’jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang /benda maka pihak

penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya ( Ujrah).”

22 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 229
2 Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 52
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2. Landasan Hukum
Adapun dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat ketentuan
hukum didalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’.
a. Landasan Qur’aninya

1) Firman Allah swt dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 : **

- z
s 080 0, R0 ¢ w” o - B ws 02

01 B 3 im0 B8 150 Bl ) 0 i oM

\O ¢

-

o & Z o- 0858 o, . 4 oo 0o ~.0, 0 8 o o
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Artinya: (Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan
sebagian mereka atas sebagian yang lain  beberapa
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan)

2) Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233: *°

ST 1 0Tl LA L T LAY e il
V) e CRISEY 5500 CalsTs e e B

2o o - - - 2 - a8 s . s e
S S e el 43000 Y By S DU Y R
S e o o s T s o o0 e BT

o A

7GR 5 S 2 56 s a2 o

tar O e G Al OF 1adery a2 Oyl

f

24 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 798
25 1hi
Ibid, 57
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Artinya: ((Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan)

3) Firman Allah Swt dalam surat Al-Qashash ayat 26.27:*

P -2

2 £ F -e s 0 Q/s ¢ So 2/0 £ o8 o0 ° T
eV (Al ST T O 8 Bl T G LA U6

.58 °¢ I oz s F o0 ) oo o2 ° % 4 £ Yo
S8 0l Je ) G BT ol Al gL JB(Y )

(YY) Gl G i el 0] il

Artinya: (Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku,

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya. "Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari
putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan
tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu
adalah (suatu kebaikan ) dari kamu, maka aku tidak ingin
memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan
mendapatiku termasuk orang-orang yang baik).

% 1bid, 613
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b. Landasan Sunnahnya

qu{.;,,jwwy@\@)wmw,wws
B30 L S K (L e b o 0 ey
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%

Artinya: "Sesungguhnya A’isyah ra. Istri Nabi Saw berkata :
Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang
penunjuk jalan yang ahli dari bani Ad-dil, sedang orang
tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy,
kemudian keduanya (Rasulullah Saw dan Abu Bakar )
memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut
dan menjajikannya di gua tsur sesudah tiga malam dengan
kendaraan keduanya’”. (HR.Bukhari)
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid ad-dimasyqy dan
wahab bin Said bin Athiyah As-salamy dari Abdur
Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdillah
bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah
olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya
kering” (HR. Ibnu Majjah).

27 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari juz 1, 332
28 Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, Sunan Ibnu Majjah Juz 1, 20
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c. Landasan ijma’nya
Mengenai disyariatkannya ijarah, semua umat sepakat tak
seorangpun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada
beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu
tidak dianggap.”
3. Rukun al-ijarah
Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun 7jarah hanya satu
yaitu ijab dan gabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-
menyewa).
Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat meliputi:*°
a. Orang yang berakal
Adalah pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu
bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu harus
dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan
oleh orang gila dan anak kecil yang belum mukallaf secara langsung,

hukumnya tidak sah.

2% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 13, (Bandung: Al-Ma’arif Bandung, 1987), 11
%0 M. Ali Hasan, Berbagai transaksi dalam Islam Figh Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), 231
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b. Upah/ uyjrah
Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik
dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Adapun syarat
ujrah, para ulama telah sepakat bahwa syarat wujrah atau upah, yaitu:
1) Berupa harta yang tetap yang dapat diketahui
2) Tidak boleh sejenis dengan barang-barang manfaat dari 7jarah,
seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati
rumah tersebut.
3) Dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam
sewa-menyewa maupun upah mengupah.”'
c. Manfaat
Manfaat dari penggunaan aset dalam Jijarah adalah obyek kontrak
yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti
dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:
1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan

syariah.

3! Suhendi, figih,118
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5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

6) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.

7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada
pemilik aset sebagai pembayaran manfaat

8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang sama dengan obyek kontrak.

9) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau
yang dapat dikuasai. **

d. Sighah (ljab dan Qabul)

Sighah merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui
akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad.
Misalnya; “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari 5000” maka
musta’jir menjawab ‘“‘aku terima sewa mobil tersebut dengan harga
demikian setiap hari. Ijab kabul upah mengupah misalnya seorang
berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk mencangkuli dengan

upah 5000, kemudian musta’jir menjawab aku akan kerjakan

%2 Tagiyuddin, Kifayat al-akhyar fiHalli Ghayatu al-ikhtisar, faslun al-ljarah, 309



27

pekerjaan ini sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Sighah akad
dinyatakan dalam 7jab dan gabul dengan suatu ketentuan :
1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
2) Antara ijab dan gabul harus terdapat kesesuaian
3) Pernyataan ijab dan gabul/ itu harus sesuai dengan kehendak
masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.™
4. Syarat sah al-ljarah
Dalam pembahasan ijarah yang kaitannya dengan permasalahan
komisi/ fee atau disebut dengan upah, ulama bersepakat bahwa syarat
sahnya Jjjarah teriri dari empat macam dipengaruhi oleh beberapa aspek
sebagaimana syarat dalam jual beli, diantaranya :**
a. Syarat terjadinya akad (a/-ingad)

Syarat al-ingad berkaitan dengan agid, zat akad dan tempat akad.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama
Hanafiyah, agid diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz, serta tidak
diisyaratkan harus baligh.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah
dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan
demikian akad anak mumayyiz itu sah tetapi bergantung atas

keridhaan walinya.

% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam , 104
% Rahcmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 125
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Ulama Hanabillah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad
haruz mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayiz.

belum dapat dikategorikan ahli akad.

. Syarat pelaksanaan (an-nafas)

Agar ijarah terlaksana dan sesuai dengan tuntutan syara’ maka
barang yang disewakan atau jasa yang dipakai mempunyai kekuasaan
yang penuh untuk akad (ahliah) artinya orang yang tidak memiliki
kekuasaan penuh atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat
dijadikan 7jarah.

Syarat sah 7jarah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad (agid)
barang yang menjadi obyek akad (ma’qud alaih), upah (ujrah) dan zat
akad (nafs al-akad) memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Adanya keridhaan kedua belah pihak
Apabila salah seorang yang berakad tidak rela atau dalam
keadaan terpaksa maka akad tersebut dipandang tidak sah.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa’ ayat

29:%

% Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 122
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu
membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah maha
penyayang kepadamu”™

2) Obyek dari pada akad haruslah jelas manfaatnya
Batas waktu atau jenis pekerjaan apabila memperkerjakan
seseorang dengan jasanya. Maksudnya kegunaan barang yang
disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa
sesuai dengan peruntukannya (kegunaan barang tersebut), andainya
barang itu tidak dapat digunakan sebagai mana diperjanjikan maka
sewa menyewa dapat dibatalkan.
3) Obyek dari pada akad haruslah memenuhi syarat syara’
Dipandang tidak sah apabila mempekerjakan seorang
perempuan dalam keadaan haid untuk membersikan masjid atau

mengupah jasa seseorang untuk melaksanakan shalat fardhu dengan

imbalan tertentu.
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4) Kemanfaatan benda boleh menurut syara’, pemanfaatan benda
harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan dalam
syara’ dan juga tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk
berbuat maksiat. Perjanjian sewa menyewa barang yang
kemanfaatannya tidak diboleh kan oleh ketentuan hukum agama
adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya
perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan
untuk prostitusi, atau menjual minuman keras serta perjudian,
demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu
juga tidak sah perjanjian pemberian uang (ijarah) puasa atau
sholat, sebab puasa dan sholat termasuk kewajiban individu yang
mutlak dikerjakan oleh yang terkena kewajiban.

5) Tidak menyewa pekerjaan yang diwajibkan kepadanya seperti
menyewa seseorang untuk shalat, puasa atau yang lainnya.

6) Tidak mengambil manfaat kepada diri orang yang disewa, tidak
boleh menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat
dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, juga tidak mengambil
manfaat dari sisa hasil pekerjaannya,seperti menggiling gandum
untuk diambil bubuknya atau tepung untuk dirinya.

7) Manfaat dari benda atau jasa yang dipakai atau disewa harus sesuai

dengan keadaan umum.
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8) Barang jaminan diterima oleh penerima gadai ataupun orang yang
mewakilinya.
9) Benda yang dijadikan jaminan ada ditempat pada saat transaksi
terjadi.*®
10) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang
diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai
dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang
akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak
tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa,
sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan
bagi pihak penyewa.
d. Syarat lazimnya akad 7jarah
Syarat kelaziman ijarah terdiri dari dua hal, yaitu:
1) Ma’qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat.
Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh
meneruskan dengan membayar penuh atau sebaliknya.
2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.
Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah

berpendapat ijarah batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan atau

% Syafe’i, Figih muamalah, 125
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manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah

sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi akad.

a)

b)

Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam
mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau
pekerjaan menjadi sia-sia.

Uzur yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual
untuk membayar utang atau tidak ada jalan lain kecuali
menjualnya.

Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi,
tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa pindah.
Menurut Jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim, seperti jual-
beli oleh karena akad tidak akan batal karena tanpa adanya
sebab yang membatalkanya. Menurut ulama Syafi’iyah jika
tidak ada uzur, tetapi masih mungkin untuk digantikan dengan
orang lain, maka jjarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang
lain. [jarah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-

betul hilang, seperti hancurnya rumah disewakan.’’

% 1bid, 130
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5. Mempercepat dan menangguhkan upah

Jika Jijarah itu suatu peekerjaan, maka kewajiban pembayaran
upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,
jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran
dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib
diserahkan wupahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang
diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak
dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa
kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa
(musta’jir) sudah menerima kegunaanya.*®

Hak menerima upah bagi musta jir adalah sebagai berikut:
1) Selesai bekerja

Berdalilkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah,

bahwa Nabi Saw bersabda:
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% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 121
% Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, Sunan Ibnu Majjah Juz 11, 20



34

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid ad-dimasyqy dan
wahab bin Said bin Athiyah As-salamy dari Abdur
Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdillah
bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah
olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya
kering” (HR. Ibnu Majjah).
2) Mengalirnya manfaat, jika 7jarah untuk barang
Apabila ada kerusakan pada ‘ain (barang) sebelum dimanfaatkan
dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah batal.
3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia
mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak
terpenuhi keseluruhannya

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan keduabelah

pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran™

. Persewaan tanah

Sewa-menyewa dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan
keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk pertanian, untuk bangunan
atau untuk yang lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa-
menyewa tanah antara lain adalah: untuk apakah tanah tersebut
digunakan, sebab apabila digunakan untuk jenis lahan pertanian, maka

harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang ditanam

0 1bid, 21
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akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa, dan dengan
sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uvang sewanya.

Namun demikian dapat juga dikemukakan bahwa keaneragaman
tanaman dapat juga dilakukan asal saja orang yang menyewakan/ pemilik
mengizinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang dikehendaki oleh
pihak penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua.

Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk tanah
apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan
dinyatakan batal (fasid), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan
tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikwatirkan akan
melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan pihak
penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara
kedua belah pihak.*!

Di dalam persewaan tanah fugaha’ berbeda pendapat, segolongan
fugaha’ melarang sama sekali dan mereka adalah golongan terkecil yang
dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdur Rahman, Jumhur
fugaha’ membolehkannya, tetapi mereka memperselisihkan tentang jenis

barang yang dipakai untuk menyewanya.

' Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 56
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7. Sifat akad al-ijarah
Para ulama figh berbeda pendapat tentang sifat akad al-ijarah,
apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama
Hanafiyah berpendirian bahwa akad a/-jjarah itu bersifat mengikat,
tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari
slah satu pihak yang berakad, seperti salah atu pihak wafat atau
kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama
mengatakan bahwa akad a/-ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada
cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan
pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang yang
berakad yang meninggal dunia. Menurut ulama Hanfiyah, apabila
slah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad a/-ijarah
batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur
ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena
termasuk harta (a/-mal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak
yang berakad tidak membatalkan jjarah.*?
8. Bentuk sewa menyewa yang dilarang dalam Islam
Ada semacam bentuk muzara’ah yang sudah biasa di zaman Nabi.
Tetapi beliau melarangnya, karena terdapat unsur penipuan dan kesamaran

yang berakibat pada persengketaan dan pertentangan.

*2 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet,1, 2000), 236
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Banyak sahabat yang memberikan persyaratan kepada seseorang
yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya
dari hasil tanah baik yang berupa takaran ataupun timbangan, sedang sisa
dari pada hasil itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka
tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu, sedangkan pihak
yang lain tidak, padahal suatu tanah terkadang tidak menghasilkan lebih
dari yang ditentukan. Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak
mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan perbandingan yang
sudah disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak
akan ikut merasakannya, jika hasilnya sedikit maka kedua belah pihak
akan mendapatkan bagian yang sedikit pula.

Segolongan kecil fugaha’ yang melarang persewaan tanah
dikemukakan oleh Thowus dan Abu Bakar Bin Abdur Rahman. Para
fugaha’ tersebut berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu
karena dimungkinkan bahwa tanah tersebut akan tertimpa bencana, baik
karena kebakaran, terserang hama, kebanjiran atau kerusakan lainnya.*’

. Pembatalan dan berakhirnya a/-ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian

yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu

tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai

*% |bnu Rusd, Bidayatul Muijtahid Jilid 111, 64-66
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hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal
balik.

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau
penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi
batal, asalkan saja yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih
tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka
kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang
menyewakan atau pun sebagai pihak penyewa.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa
menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa
menyewa yang diadakan sebelumnya.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan
perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/ dasar yang kuat

untuk itu.

Para ulama’ figh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir
apabila:
1) Obyek itu hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang
dijahitkan hilang.
2) Tenggang waktu yang dijanjikan atau disepakati dalam ijarah telah
berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu

dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu
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adalah jasa seorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini
disepakati oleh ulama figh

Menurut ulama’ Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakat
karena akad Jijarah menurut mereka, tidak boleh diwariskan.
Sedangkan menurut jumhur ulama’,akad Jjarah tidak batal dengan
wafatnya salah seorang yang berakat, karena manfaat menurut mereka
boleh diwariskan dan 7jarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat
kedua belah pihak yang berakat.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak
seperti, rumah yang disewakan, disita negara karena terkait utang yang
banyak, maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan
akad 7jarah, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh
muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji
untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai,
penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur
ulama, uzur yang boleh membatalkan akad 7jarah itu hanyalah apabila
obyeknya mengadung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad ini

hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir.**

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet,1, 2000), 237
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10. Pengembalian obyek sewa-menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berahir,

maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang

disewakan kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan-ketentuan pengembalian barang obyek sewa-

menyewa adalah sebagai berikut:*

a.

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang
bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu
kepada pihak yang menyewakan / pemilik, yaitu: dengan cara
menyerahkan bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.

Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak
bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya
kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya
tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian
sewa-menyewa rumabh.

Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang
berwujud, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada
pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali: “Manakala

ijarah” (sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat

** Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 59
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tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau
menyerahterimakannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad
yang tidak menurut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan
menyerahterimakannya.
Macam-macam al/-ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad al/-ijarah dibagi para ulama figh
kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfat dan yang bersifat
pekerjaan( jasa). A/l-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa
menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila
manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk
dipergunakan, maka para ulama figh sepakat menyatakan boleh dijadikan
obyek sewa menyewa.

Al-jarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. A/-ijarah seperti ini, menurut
para ulama figh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti
buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. A/l-jjarah
seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji seorang pembantu
rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok
orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti

tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk a/-ijarah
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terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para
ulama figh, hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh
pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya.
Akan tetapi para ulama figh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek
yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan
kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan
itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan
pakar figh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh
dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus
seperti ini, menurut kesepakatan pakar figh, pembantu itu tidak boleh
dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau
karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit
dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut
orang yang diperbaikinnya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu
rusak, maka para ulama figh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi
terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zulfar ibn Huzail, ulama
Hanabilah dan Syafi’iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan
karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit

itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Y usuf



43

dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syabani, keduannya sahabat Abu
Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat
bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas
kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti
banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila
sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean
dan laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja
maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi

tanggungjawab mereka dn wajib diganti.*

*¢ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet,1, 2000), 236



BAB III
DESKRIPSI PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
BERDASARKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008
DI PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Pasar Larangan
1. Profil Pasar Larangan Sidoarjo®’

Pasar Larangan merupakan salah satu sarana prasarana
perdagangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
sebagai fungsi pelayanan masyarakat dibidang pasar. Pasar Larangan
terletak di Kecamatan Candi yang merupakan bagian dari UPTD
Sidoarjo. Pasar Larangan mempunyai luas wilayah 2.896,277m? dan
mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Terminal
Pasar Larangan, Sebelah Selatan : Jalan Raya Pasar Larangan, Sebelah
Barat : Jalan Raya Pasar Larangan, Sebelah Timur : Jl. Raya Pasar
Larangan.

Pasar Larangan mempunyai sarana penunjang perdagangan berupa
sejumlah kios yang meliputi kios depan dan belakang. Adapun untuk kios
depan berjumlah 100 unit yang menpunyai luas bangunan 4m’x6m’ per-
unit dan untuk kios belakang berjumlah 500 unit yang mempunyai luas

bangunan 2m”x4m’. Adapun sarana penunjang operasional lainnya berupa

*" Dokumentasi Dinas Pasar Larangan Sidoarjo
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1 unit kantor pasar dengan luas bangunan 8m”*x6m?, 50 unit toilet dengan
luas bangunan 4m*x4m?, 5 unit Tempat Pembuangan Sampah dengan luas
2m*x2m” dan Saluran Pembuangan air kotor.
. Sasaran™

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Sidoarjo (Perda) Nomor
21 Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 tentang organisasi perangkat
daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008 tentang rincian tugas,
fungsi dan tata kerja Dinas Pasar kabupaten Sidoarjo
Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan sampah pasar;
a. Meningkatkan sistem pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
b. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
c. Meningkatkan sarana prasarana aparatur;
d. Meningkatkan disiplin aparatur;
e. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja;

f. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri;

g. Meningkatkan penataan atau pembinaan PKL pasar.

8 1bid
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B. Retribusi Pelayanan Pasar Dengan Tarifnya*
1. Retribusi pelayanan pada fasilitas pasar
a. Retribusi pelayanan pada fasilitas pasar untuk membongkar/memuat
barang dagangan dengan meggunakan kendaraan:
1) Truk dengan tarif Rp. 2.500 per kendaraan
2) Truk gandeng dengan tarif Rp. 6.000 per kendaraan
3) Cikar dengan tarif Rp. 550 per kendaraan
b. Retribusi pelayanan pada fasilitas pasar untuk kamar mandi/ WC/
toilet:
1) Mandi/ hajat besar dengan tarif Rp. 700 per orang
2) Hajat kecil dengan tarif Rp. 500 per orang
c. Retribusi pelayanan pada fasilitas pasar untuk :
1) Penjualan ayam dan sejenisnya
a) Lesehan, eceran, per ekor dengan tarif Rp. 500 per hari
b) Menggunakan sepeda dengan tarif Rp. 1.000 per kendaraan
2) Penjualan burung
a) Memakai sepeda, persepeda dengan tarif Rp. 500 per kendaraan
b) Memakai pikulan, perpikulan dengan tarif Rp. 500
3) Penjualan ternak

a) Lembu, kerbau, kuda per ekor dengan tarif Rp. 2.500

* Dokumentasi Dinas Pasar Larangan Sidoarjo
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b) Kambing, domba per ekor dengan tarif Rp. 1.500
c) Babi per ekor dengan tarif Rp. 5.000
4) Penjualan/ pemindahan hak milik hewan
a) Lembu, kerbau, kuda per ekor dengan tarif Rp. 5.000
b) Kambing, domba per ekor dengan tarif Rp. 2.500
c) Babi per ekor dengan tarif Rp. 5.000
5) Penjualan dengan memakai mobil keliling, permobil
a) Jual jamu dengan tarif Rp. 3.000
b) Jual konfeksi dengan tarif Rp. 3.000
6) Penjualan dengan memakai sepeda, persepeda
a) Jual beras dengan tarif Rp. 1.000
b) Jual sayuran dengan tarif Rp. 1.000
c) Jual ketela pohon, ketela rambat, dan jenis ubi lainnya dengan
tarif Rp. 1.000
2. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan dengan cara lesehan,
eceran atau pancaan:
a. Untuk jenis sayuran, buah-buahan, jamu gendong, dan jenisnya, ikan
kering, lauk pauk (tahu, dls), alat-alat dapur, kacang-kacangan, alat-
alat pertanian/ pertukangan dan geraba/ palen dengan tarif Rp. 1.000

per hari.
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b. Untuk jenis ubi-ubian, bumbu/ empon-empon, ikan basah, daging,

sandang, makanan dan minuman dengan tarif Rp. 1.000 per hari

3. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat kios

a.

Untuk jenis Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-bian, ikan basah, ikan
kering, lauk-pauk (tahu, dls.), empon-empon, jual jamu, Minuman, alat-
alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan
gerabah/palen dengan tarif Rp. 300 per m?.

Untuk jenis Sandang, prancangan, bahan makanan, Sembilan bahan
pokok, buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, kerajinan
tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil /
sepeda motor / sepeda dsh, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk,
penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas dengan

tarif Rp. 300 per m?

4. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat los

a.

Untuk jenis Pangan, sayuran, kacang-kacangan, ubi-bian, ikan basah, ikan
kering, lauk-pauk (tahu, dls.), empon-empon, jual jamu, Minuman, alat-
alat tulis, perlengkapan jahit, makanan ternak, unggas, pertukangan dan
gerabah/palen dengan tarif Rp. 250 per m?

Untuk jenis Sandang, prancangan, bahan makanan, Sembilan bahan
pokok, buah-buahan, daging, kerajinan, anyaman bambu, rotan, kerajinan

tangan, alat-alat listrik, radio/TV dan sejenisnya, alat-alat/onderdil mobil /
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sepeda motor / sepeda dsb, mebel, alat-alat olah raga, obat-obatan, pupuk,
penjualan barang mas-masan dan sejenisnya dan penjualan unggas dengan
tarif Rp. 250 per m?
. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat togu
a. Untuk jenis Kerajinan kulit/ bamboo/ rotan/ mebel, alat-alat kendaraan
bermotor/ sepeda barang-barang elektronik/jam dinding/ alroji/ kacamata
(optik), jamu/apotek, obat-obatan, gerabah/ palen/ keramik, buah-buahan,
perkembangan dan kegiatan perbankan dengan tarif Rp. 400.
b. Untuk Jenis Sandang, konfeksi, mobil/sepeda motor/sepeda, mas-masan
dengan tarif Rp. 450
. Retribusi pelayanan pasar yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan pasar
yang usahanya berkaitan dengan aktifitas pasar dengan tarif Rp. 50 per m?
. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas pada tempat tempat khusus (pasar
ikan)
a. Untuk membongkar/ memuat barang dagangan dengan mempergunakan
kendaraan :
1) Untuk truk dengan tarif Rp. 5.000 per kendaraan
2) Untuk pick up dengan tarif Rp. 2.000 per kendaraan
3) Untuk becak dengan tarif Rp. 1.000 per kendaraan
4) Untuk sepeda motor dengan tarif Rp. 500 per kendaraan
b. Untuk tempat penjualan memakai mobil/ gerobak

1) Untuk barang-barang kelontong dengan tarif Rp. 2.000
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2) Untuk buah-buahan dengan tarif Rp. 2.000

3) Untuk sayuran dengan tarif Rp. 2.000

4) Untuk makanan dengan tarif Rp. 2.000

Untuk tempat penjualan ikan

1) Memakai sepeda dengan tarif Rp.1.000

2) Lesehan dengan tarif Rp. 1.500

Untuk kamar mandi / wc/ toilet :

1) Mandi/ hajat besar dengan tarif Rp. 700 per orang

2) Hajat kecil dengan tarif Rp. 500 per orang

8. Retribusi pelayanan pasar untuk aktifitas berjualan pada tempat khusus di

pasar ikan

a.

b.

Untuk jenis ikan segar/ olahan dengan tarif Rp. 2.000
Untuk sayuran dengan tarif Rp. 2.000

Untuk alat pertanian/ pertukangan dengan tarif Rp. 2.000
Untuk lauk pauk dengan tarif Rp. 2.000

Untuk buah-buahan dengan tarif Rp. 2.000

Untuk gerobak dengan tarif Rp. 2.000

Untuk lain-lainnya dengan tarif Rp. 2.000

Disini penulis membahas tentang retribusi pelayanan pasar. Adapun yang

dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan pada setiap
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orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar atau menggunakan
fasilitas pasar Dalam hal ini penulis meneliti kios yang ada di Pasar Larangan

Sidoarjo.

C. Praktik Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo

Untuk praktik pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan
Sidoarjo adalah dengan mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan
pungutan retribusi untuk pagi hari dilakukan pukul 10.00 WIB sampai selesai
dan untuk sore hari dilakukan pukul 17.00 WIB sampai selesai, yang
dilakukan oleh petugas (Dinas Pasar) secara bergantian. Retribusi dipungut
untuk setiap kios yang beroperasi saja, apabila kios sedang tutup maka
retribusi tidak akan dipungut.

Dan menurut pemaparan pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar
ini, dinilai cukup memberatkan dengan tarif yang lumayan tinggi. Hal ini
disebabkan pendapatan yang tidak menentu yang dialami oleh pedagang.
Disamping itu faktor cuaca juga sangat berperan penting, terutama di musim
hujan sehingga mempengaruhi minat pembeli yang semula ingin pergi ke
pasar beralih ke pasar modern (mini market).

Disamping itu penawaran pembeli terhadap barang dagangan juga
dinilai cukup rendah, sehingga mempengaruhi keuntungan pedagang. Dari
beberapa alasan diatas dirasa cukup memberatkan pedagang, karena

pendapatan mereka yang sering kali tidak menentu. Akan tetapi jika memang
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untuk kepentingan pelayanan dan pembangunan pasar maka para pedagang
merelakannya, karena pedagang berharap dengan adannya pungutan retribusi
pelayanan pasar ini, akan semakin baik pula untuk perkembangan, pelayanan
dan pembangunan yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo.

1. Prosedur pungutan retribusi pelayanan di Pasar Larangan Sidoarjo.

Adapun prosedur pungutan retribusi pelayanan pasar adalah:

a. Retribusi di pungut setiap hari, setiap pagi dan sore, petugas (Dinas
Pasar) mengambil pungutan untuk pagi dilakukan jam 10.00 WIB dan
untuk sore dilakukan pada jam 17.00 WIB.

b. Retribusi dikenakan pada kios-kios (pertokoan) yang sedang
beroperasi.

c. Besar tarif bermacam-macam, untuk kawasan kios depan dipagi hari
dipungut sebesar Rp. 10.000,00 per unit, sedangkan untuk sore hari
sebesar Rp. 3.500,00 per unit, dan kawasan toko belakang untuk pagi
hari sebesar Rp. 5.000,00 per unit, sedangkan untuk sore hari Rp.
1.000,00 per unit.

Di dalam lapangan penulis melakukan wawancara kepada 10 pedagang
yang meliputi:’'
1. Sumber Rejeki dengan pemilik Wanto mempunyai kios seluas 4x6m yang

menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut

%Moh. Arifin (Dinas Pasar), Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 15 November 2011
%! Basirin (pedagang ) Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 17 Februari 2012
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sebesar  Rp.10.000/perhari ~ sedangkan  untuk  sore  dipungut
RP.3500/perhari.

. Sumber Jaya dengan pemilik Nasor mempunyai kios seluas 4x6m yang
menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut
sebesar  Rp.10.000/perhari ~ sedangkan  untuk  sore  dipungut
RP.3500/perhari.

. Langgeng mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual perhiasan emas
mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari
sedangkan untuk sore dipungut RP.3500/perhari.

. Sinar Abadi mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual alat-alat
elektronik mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar
Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut Rp. 3.500 per hari.

. Jaya mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual alat-alat rumah tangga
mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari
sedangkan untuk sore dipungut RP.3500 per hari.

. Chandra Elektronik mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual barang-
barang elektronik, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar
Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.3500/perhari.

. Makmur mempunyai kios seluas 8mx6m yang menjual bahan-bahan
pokok, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar

Rp.20.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.7000/perhari.
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8. Putra Jaya mempunyai kios seluas 8mx6m yang menjual alat-alat rumah

tangga

Rp.20.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.7000/perhari.

mengungkapkan

bahwa tiap

hari

dipungut

sebesar

9. Sari Murni mempunyai kios seluas 12mx6m yang menjual alat-alat rumah

tangga berupa mebel, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar

Rp.30.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.10.500/perhari.

10. Kurnia mempunyai kios seluas 12mx6m yang menjual alat-alat elektronik

mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.30.000/perhari

sedangkan untuk sore dipungut RP.10.500/perhari.

Dari 10 pedagang di pasar larangan yang penulis wawancarai dapat

disimpulkan melalui tabel dibawah ini :

Ketentuan Retribusi Pelayanan Pasar

No Kios Luas Tanah | Tarif Retribusi

pagi sore
1 | Sumber rejeki 4x6=24m* | 10,000 | 3,500
2 | Sumber jaya 4x6=24 m* 10,000 | 3,500
3 | Langgeng 4x6=24m> | 10,000 | 3,500
4 | Sinar abadi 4x6=24 m’ 10,000 | 3,500
5 | Jaya 4x6=24m* | 10,000 | 3,500
6 | Chandra elektronik | 4x6= 24 m? 10,000 | 3,500
7 | Makmur 8x6=48 m> | 20,000 | 7,000
8 | PutraJaya 8x6=48 m*> | 20,000 | 7,000
9 | Sari murni 12x6=72m” | 30,000 | 10,500
10 | Kurnia 12x6=72m? | 30,000 | 10,500
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Untuk perhitungan pungutan retribusi berdasarkan luas kios (tanah)
dikalikan ketentuan perda per m? dan hasil perhitungan digunakan untuk
pelayanan dan pembangunan pasar, sedangkan sisa pungutan dimasukkan ke
kas daerah. Untuk pungutan retribusi menggunakan karcis berdasarkan nomor
seri, misalnya karcis seri AA sebesar 500,-/m?. Jika yang dibayar pedagang
sebesar Rp. 10.000 maka mendapatkan 20 lembar karcis seri AA, begitu pun
sebaliknya jika karcisnya lain seri maka karcis yang diperoleh disesuaikan

dengan nominal yang ada di karcis.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR BERDASARKAN PERDA NOMOR 15
TAHUN 2008 DI PASAR LARANGAN SIDOARJO

. Analisis Pelaksanaan Terhadap Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar
Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, dalam pengambilan retribusi
pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo oleh Dinas Pasar, pungutan
tersebut diambil setiap hari, setiap pagi dan sore, retribusi dikenakan pada
kios-kios yang sedang beroperasi, besar tarif bermacam-macam, untuk
kawasan kios depan dipagi hari dipungut sebesar Rp. 10.000,00 per unit
sedangkan untuk sore hari sebesar Rp. 3.500,00 per unit, dan kawasan kios
belakang untuk pagi hari sebesar Rp. 5.000,00 per unit sedangkan untuk sore
hari Rp.1.000,00 per unit,

Dalam perjanjian sewa disini terdapat beberapa pihak yakni pihak
pertama adalah orang yang membayar retribusi (para pedagang) dan pihak
kedua adalah orang yang menerima retribusi (Dinas Pasar). Pada awal
perjanjian di mulai, Dinas Pasar mengemukakan bahwa untuk dapat
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (kios), maka para

pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan yakni harus

56



57

membayar sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,00 dan harus membayar
pungutan retribusi yang telah ditentukan pada saat kios beroperasi. Dan
pemakaian kios ini hanya berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20
tahun, hal ini dimaksudkan selama 20 tahun pedagang hanya memanfaatkan
fasilitas bangunan yang sudah disediakan pemerintah. Dan apabila setelah 20
tahun maka ruko tersebut akan menjadi milik pemerintah lagi.

Untuk praktik pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan
Sidoarjo adalah dengan mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan
pungutan retribusi untuk pagi hari dilakukan pukul 10.00 WIB sampai selesai
dan untuk sore hari dilakukan pukul 17.00 WIB sampai selesai, yang
dilakukan oleh petugas (Dinas Pasar) secara bergantian. Retribusi dipungut
untuk setiap kios yang beroperasi saja, apabila kios sedang tutup maka
retribusi tidak akan dipungut.

Didalam pelaksanaannya, Dinas Pasar mengambil pungutan retribusi
pelayanan pasar sebesar Rp.10.000 per kios untuk ukuran 4m*x6m®. Didalam
perda dicantumkan sebesar Rp.300,00 untuk setiap per m2, yang apabila
dijumlahkan pada luas 4m” x 6m” = 24m” dikalikan luas tanah 300 m* = 7200.
Selisih pungutan sebesar Rp.2.800 membuat penulis mengalami kejanggalan
karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat

dari tabel dibawah ini :



Dalam pungutan retribusi ini seperti yang digambarkan
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Tarif di
No Kios Luas Tanah | Tarif Retribusi | Perda | Hasil Perhitungan | Ket
Pagi sore
1 | Sumber rejeki 4x6=24 m” 10,000 | 3,500 | 300 m* | 300 x 24 = 7.200 2,800
2 | Sumber jaya 4x6=24 m* 10,000 | 3,500 | 300 m* | 300 x 24 = 7.200 2,800
3 | Langgeng 4x6=24 m* 10,000 | 3,500 [ 300 m* | 300 x 24 = 7.200 2,800
4 | Sinar abadi 4x6=24 m* 10,000 | 3,500 | 300 m* | 300 x 24 = 7.200 2,800
5 | Jaya 4x6=24 m* 10,000 | 3,500 | 300 m* | 300 x 24 = 7.200 2,800
6 | Chandra elektronik | 4x6=24 m* 10,000 | 3,500 | 300 m’ | 300 x 24 =7.200 2,800
7 | Makmur 8x6=48 m’ 20,000 | 7,000 | 300 m* | 300 x 48 = 14.400 | 5,600
8 | Putra Jaya 8x6=48 m’ 20,000 | 7,000 | 300 m* | 300 x 48 = 14.400 | 5,600
9 | Sari murni 12x6="72m* | 30,000 | 10,500 | 300 m* | 300 x 72 =21.600 | 8,400
10 | Kurnia 12x6=72m" | 30,000 | 10,500 | 300 m® | 300 x 72 =21.600 | 8,400

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut

dengan” Mu’jir’, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “Musta jir’,

benda yang disewakan diistilahkan dengan AMa’jur’ dan uang sewa atau

imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan

atau Ujrah’.

13

Ajar

an

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan

perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan
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hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah
berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu’jir) berkewajiban untuk
menyerahkan barang (Ma jur) kepada pihak penyewa (Musta’jir), dan dengan
diserahkannya manfaat barang /benda maka pihak penyewa berkewajiban pula
untuk menyerahkan uang sewanya ( Ujrah).”

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 : >
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Artinya: (Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa
yang mereka kumpulkan)

firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233: >*

°
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°2 Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 52
53 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 798
54 1
Ibid, 57
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Artinya: (Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara yang ma ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan)

Didalam ujrah diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah

pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Adapun

syarat ujrah meliputi yaitu:

1)

2)

3)

Berupa harta yang tetap yang dapat diketahui

Tidak boleh sejenis dengan barang-barang manfaat dari ijarah, seperti

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah

tersebut.
Dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-

menyewa maupun upah mengupah.
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Di dalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni selisih
pungutan sebesar Rp.2.800 perkios, dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik
pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo
adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda Nomor 15 Tahun 2008,

yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Didalam pelaksanaannya, Dinas Pasar mengambil pungutan retribusi
pelayanan pasar sebesar Rp.10.000 per kios untuk ukuran 4m2x6m?2.
Didalam perda dicantumkan sebesar Rp.300,00 untuk setiap per m2, yang
apabila dijumlahkan pada luas 4m2x6m2 =24m2 x 300 = 7200. Selisih
pungutan sebesar Rp.2800 membuat penulis mengalami kejanggalan

karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008.

. Di dalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni selisih

pungutan sebesar Rp.2.800 perkios, dari sini dapat disimpulkan bahwa
praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Larangan
Sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda Nomor 15
Tahun 2008, yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para

pedagang.
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B. Saran
1. Dengan adanya ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 di
Pasar Larangan Sidoarjo, supaya lebih meningkatkan pengembangan dan
pelayanan kepada masyarakat (para pedagang) sehingga tidak ada

keraguan dan kejanggalan terhadap retribusi pelayanan pasar.
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